PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 27 TAHUN 1959 (27/ 1959)
TENTANG
BEA BALI K NAMA KENDARAAN BERMOTCR

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang:

a. bahwa ber hubung dengan keadaan keuangan Negara dewasa i ni
nmenganggap perlu nengadakan suatu permungutan pajak atas
penyer ahan kendaraan ber not or;

b. bahwa karena keadaan yang nenaksa pungutan tersebut perlu
dengan segera diatur dengan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang;

Mengi ngat :
Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar: Menteri Keuangan;
Menut uskan:
Menet apkan:

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang tentang Bea Bal ik
Nama Kendar aan Ber not or.

Pasal 1.

Dengan nama Bea Bal ik Nama Kendaraan Bernotor dipungut pajak
atas penyerahan kendaraan bernotor dalam hak mlik yang dil akukan
di | ndonesi a.

Pasal 2.

Yang di mraksud dengan:

kendaraan bernotor: ialah senua kendaraan beroda dua atau
| ebih yang digunakan untuk nengangkat orang atau barang, yang
di gerakkan oleh notor yang nenggunakan sebagai bahan penbakar
bensin, mnyak tanah, canpuran bensin dengan mnyak |ain, arang
atau m nyak | ai nnya;

nmenyer ahkan:
penyer ahan dal am hak m ik sebagai aki bat perjanjian yang dua fi hak
atau perbuatan atau keadaan;

nmobi | mewah: ialah pengertian nobil nmewah nenurut peraturan
yang di tent ukan ol eh Menteri Keuangan

sepeda notor: Kkendaraan bernotor beroda dua dengan isi
cilinder lebih dari 50 cc;

sepeda kunbang: kendaraan bernotor beroda dua dengan i si
cilinder 50 cc, atau kurang.



Pasal 3.

D bebaskan dari pengenaan bea balik nama kendaraan bernotor
i al ah:
A penyerahan dal am hak mlik dari:
a. sepeda kunbang;
b. semua kendaraan bernotor yang di masukkan sendiri dari |uar negeri

atau di beli langsung dari inportir.

B. a. penyer ahan kendar aan bernotor kepada Negara dan Daerah- daerah
G onom ;

b. penyerahan kendaraan bernotor kepada wakil diplomatik, konsul er
dan wakil |ain dari negara asing;

C. penyer ahan kendar aan ber not or kepada waki | or gani sasi

i nternational yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Pasal 4.

Paj ak berjum ah |lima perseratus dan untuk nobil-nobil newah
sepul uh perseratus, dihitung dari jum ah yang ditentukan bedasarkan
pasal 5.

Pasal 5.
(1) Bea bali k nama kendaraan bernotor terhutang;
a. dal am hal penjual an dari harga penjual an;

b. dal am hal tukar-nmenukar baik jika dimnta tanbahan maupun jika
tidak dimnta tanbahan dari nilai penjual an kendaraan

ber not or;

c.dal am hal hi bah dari nilai penjual an dari kendaraan bernotor yang
di hi bahkan;

d.dalam hal pemasukan dal am persekut uan, per seroan at au
per kunpul an, dari ni | ai penjual an dari kendar aan

ber not or yang di masukkan; pengurangan dari bagi an, untuk
mana Yyang nemasukkan turut berhak dalam kendaraan
bernmotor itu, tidak dilakukan;

e.dalam semua hal lainnya dari nilai penjualan dari kendaraan
ber not or .

(2) Apabil a harga penjualan atau nilai penjual an yang di beritahukan
nmenurut pendapat Kepal a |nspeksi Keuangan yang bersangkutan
oleh yang nenerima penyerahan tidak sesuai dengan harga
penj ual an pada pasar bebas naka Kepal a | nspeksi Keuangan dapat
menyi npang dari harga penjualan atau nilai penjualan yang
di beritahukan kepadanya dan dapat nenetapkan suatu harga
penjualan atau nilai penjual an berdasarkan ket erangan-
ket erangan yang ada padanya yang di anggap sesuai dengan harga
sesungguhnya, dan jum ah itu di pakai sebagai dasar
penghi t ungan bea.

(3)Kepala | nspeksi Keuangan dapat newajibkan yang nenyerahkan
kendaraan bernotor, guna keperluan penetapan harga penjual an
atau nilai penjualan, untuk nenperlihatkan kepadanya atau



kepada seorang yang ditunjuk ol ennya kendaraan bernotor yang
ber sangkut an.

Pasal 6.

(1) Badan atau orang yang nenerinma penyerahan kendaraan bernotor
atau ahli-warisnya waji b:

a.dal am waktu dua mnggu terhitung dari saat nenerim penyerahan
memnta surat kuasa untuk nenyetor bea balik nanma
kendaraan bernotor, kepada Kepala Inspeksi Keuangan,
dal am wi | ayah nmana i a bertenpat tinggal;

b. menyer ahkan dan nenberitahukan segal a keterangan yang di perl ukan
unt uk nenetapkan jum ah yang dipakai dasar pengenaan
paj ak.

(2) Apabila kewajiban yang disebut dalam ayat (1) tidak dipenuhi
pada waktunya, maka bea yang terhutang ditanbah dengan serat us
per sen.

(3)Kepala Jawatan Pajak berwenang nengurangkan atau nenbatal kan
tanbahan termaksud dalam ayat berdasarkan kelalaian atau
kekhi | af an yang dapat di maaf kan.

Pasal 7.
Penberi t ahuan yang di sebut pada pasal 5 harus nenuat:

a.nama dan al amat |engkap baik dari yang nenyerahkan maupun dari
yang neneri ma penyer ahan kendaraan ber not or;

b. t anggal penyer ahan,

c.jenis, nerk dan tahun penbi ki nan kendaraan ber not or

d. dasar atas nana penyerahan dil akukan;

c. harga penjual an dan atau nilai penjual an.

Pasal 8.

(1) Bea balik nama kendaraan bernotor terhutang oleh yang nenerinma
penyer ahan kendaraan ber not or.

(2)Juga turut bertanggung terhadap penbayaran bea balik nanma
kendaraan bernotor ialah pihak yang nenyerahkan kendaraan
bernmotor itu:

Pasal 9.

Surat kuasa mnenyetor yang di kel uarkan ol eh inspeksi Keuangan
nmenuat :

1. nama orang yang nenerima penyer ahan;

2.nama, nerk, tahun penbikinan kendaraan bernotor yang nenjadi
dasar penungutan paj ak;

3.jum ah bea, tanbahan yang harus di bayar

4.saat pada nmana penbayar an sel anbat - | anbat nya harus di | akukan



Pasal 10.

(1) Penbayaran bea balik nama harus dil akukan dal am jangka waktu
satu bulan terhitung dari tanggal surat kuasa untuk nenyetor
yang di kel uarkan ol eh I nspeksi Keuangan yang ber sangkut an

(2) Apabil a bea tidak dilunasi dal am waktu yang ditentukan pada ayat
(1) di kenakan denda sebesar jum ah bea yang ter hut ang.

(3)Kepala Jawatan Pajak, atas pernohonan tertulis dari yang
ber kepenti ngan berwenang nengurangi atau mnenbebaskan denda
di mksud pada ayat (2), bila terdapat alasan untuk itu.

Pasal 11.

Kepal a I nspeksi Keuangan yang ber sangkut an dapat nenperpanjang
j angka waktu yang di nmaksud dal am pasal 10 ayat (1) dengan waktu
satu bulan, apabila untuk itu oleh yang berkepentingan diajukan
per nohonan pada waktunya sebelum jangka waktu itu |anpau dan
menurut pertinbangan Kepala Inspeksi Keuangan tersebut terdapat
al asan.

Pasal 12.

(1) Penguasaan kendaraan bernotor ol eh orang atau badan yang bukan
pem | i knya untuk jangka waktu |ebih dari satu tahun di anggap
sebagai penyerahan dalam hal mlik pada saat |anpaunya waktu
satu tahun dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika
penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa-nenyewa,
atau ji ka penguasaan itu sebagai aki bat jabatannya.

(2) Terhadap ketentuan pada ayat (1), ketentuan-ketentuan peraturan
i ni diberl akukan sesuai, kecuali pasal 13.

Pasal 13.

(1) Pej abat yang bertugas nengadakan bali k nama kendaraan ber notor,
dil arang wuntuk nenyerahkan balik nama sesuatu kendaraan
bernotor, atau nmenberi catatan tentang adanya penyerahan
kendaraan bernotor, sebelum kepadanya diserahkan bukti -bukti
bahwa bea balik nama kendaraan bernotor, beserta dendanya,
kalau ada, |lebih dilunasi, atau diserahkan suatu surat
ket erangan Kepal a | nspeksi Keuangan dal am mana ternyata bahwa
penyerahan kendaraan bernotor itu bebas dari bea balik nama
kendar aan ber not or.

(2) Barangsi apa dengan sengaj a nel anggar ketentuan tercantum pada
ayat (1) dihukum dengan denda uang paling banyak seribu
rupi ah.

Pasal 14.

(1)Bila yang neneri ma penyerahan tidak setuju dengan junlah yang



di pakai dasar pengenaan bea, ia dapat nengaj ukan pernohonan
supaya nilai jual kendaraan bernotor ditetapkan ol eh suatu
kom si taksasi

(2)Kom si terdiri dari dua tiga orang:

a.seorang pegawai Inspeksi Keuangan yang ditunjuk oleh Kepala
I nspeksi Keuangan set enpat;

b.seorang dari polisi lalu lintas di tenpat kedudukan | nspeksi
Keuangan yang ditunjuk oleh kepala polisi bagian lalu
lintas setenpat;

c.seorang dari Jawatan Perjalanan ditenpat kedudukan | nspeksi
Keuangan di tunj uk ol eh Kepala  Kant or Perj al anan
set enpat .

Penunjukan oleh masing-masing kepala dinmaksud dalam ayat
(1) di | akukan unt uk masa set ahun takw m

(3)Kom si taksasi berkunpul dan nelakukan tugasnya setiap waktu
di anggap perlu, dan adakan panggi | an- panggi | an.

(4) Sal ah seorang dari nereka atas persetujuan bersanma nenjabat
sebagai ketua kom si.

(5)Dari  setiap penaksiran dibuat risalah yang nenuat tanggal
di | akukan penaksiran, nerek, tahun penbuatan, nonor polisi,
dari kendaraan bernotor yang ditaksir harga jualnya, jum ah
harga taksiran yang akhirnya diteri ma sebagai harga yang akan
di pakai dasar perhitungan pajak tanda-tanda dari anggot a-
anggot a kom si penaksi ran.

(6)Jika antara ketiga anggota tidak dapat persesuai an faham naka
sebagai harga taksiran dianbil 1/3 dari jum ah taksiran nereka
ber sana.

(7) Taksiran kom si nengi kat dan tidak dapat di ganggu- gugat.

(8)Jika jumah taksiran dari komsi Iebih rendah dari pada dasar
yang digunakan untuk penetapan pajaknya, pajak dikurangkan
sesuai. Jika taksiran kom si nelebihi jumah yang digunakan
sebagai dasar penghitungan pajak lebih dari 10% naka
di kenakan tanbahan paj ak dari selisihnya. Dal am hal seli sihnya
tidak | ebih dari 10%ti dak di kenakan t anbahan paj ak.

(9)Biaya penaksiran nenjadi tanggungan orang Yyang nmemnta
penaksi ran sesuai dengan peraturan yang ditentukan ol eh
Menteri Keuangan unt uk maksud itu.

Pasal 15.

(1) Untuk bea bal ik nama kendaraan bernotor Kas Negara nenpunyai hak
utama terhadap senmua barang penanggung paj ak yang di sebut pada
pasal 7.

(2)Hak utama yang di berikan pada ayat (1) nendahului segala hak



| ai nnya, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139
No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Hukum
Sipil serta pasal 80 dan pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, terhadap ikatan panen dan terhadap hak gadai dan
hi potek yang diatur oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Si pil, yang di adakan sebel um saat pajak terhitung
atau dal am hal di adakannya setelah saat itu, sepanjang untuk
itu diberikan suatu surat keterangan di maksud pada ayat (5).

(3) Terhadap tanah yang dimliki menurut hukum adat, maka hak utama
yang di berikan pada ayat (1) tidak nendahul ui ikatan kredit
yang di adakan sebelum saat bea terhutang, atau dalam hal
di adakannya setel ahnya saat itu, sepanjang untuk itu diberikan
suatu keterangan seperti dinaksud pada ayat (5). Terhadap
tanah dan barang yang di gadai kan nenurut hukum adat, maka hak
utama negara tidak nendahului hak penegang gadai atas
penbayar an uang gadai

(4)Hak utama hilang dua tahun setelah tanggal surat kuasa untuk
menyetor atau jika dalam waktu itu diberitahukan surat paksa
untuk nmenbayar, dua tahun setelah diberitahukannya akta
tuntutan yang terakhir.

Dal am hal diberikan penundaan penbayaran, nmaka waktu itu karena
hukum di per panj ang dengan waktu penundaan.

(5) Sebel um atau sesudah diadakan hipotek dalam artikata Kitab
Undang- undang Hukum Sipil, maka penberi hipotek dapat mnta
suatu surat keterangan, bahwa hi potek itu nmendahul ui hak utana
di beri kan pada ayat (1). Surat keterangan dim nta pada Kepal a
I nspeksi Keuangan. Kepala |nspeksi Keuangan nenberikan surat
ket erangan tersebut jika tidak ada bea yang berhak nendahul ui
hi potek atau nenurut pendapatnya ada jam nan bahwa bea yang
ber hak nmendahul ui hi potek tersebut akan dilunasi. Dal am surat
ket erangan itu disebutkan tahun-tahun yang berkenaan. Dal am
hal surat keterangan tidak beri kan nmaka penberi hi potek dapat
nmengaj ukan keber at annya kepada Kepal a Jawat an Paj ak yang akan
nmenyur uh nenberi kan surat keterangan tersebut, jika menurut
pendapat nya ada al asan untuk itu. Terhadap ikatan kredit mnaka
ket entuan i ni berl aku sesuai .

Pasal 16.
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dapat di sebut

sebagai Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Bea Bal i k Nana
Kendar aan Ber not or 1960.

Pasal 17.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap
penyer ahan kendaraan bernotor yang dil akukan sesudah tanggal 31
Desenber 1959.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan



pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desenber 1959.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A.

ttd.
SCEKARNG

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desenber 1959,
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDI O,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG No. 27 TAHUN 1959
t ent ang
BEA BALI K NANMA KENDARAAN BERMOTCR.

UMUM

Pada dewasa ini ternyata bahwa harga penjualan atau-nil ai
penj ual an kendaraan bernotor tidak |ebih rendah dari pada harga
penjual an atau nilai penjualan barang tak gerak, pula barang-
barang ini berdasarkan gejala yang dapat dilihat dalam nasyarakat
banyak digunakan sebagai suatu spekulasi obyek oleh banyak
pedagang- pedagang kendar aan ber notor.

Bertal i an dengan nmaksud Penerintah untuk nengadakan effi ci ency
dal am bi dang pemaj akan ber hubung dengan tindakan-tindakan noneter
dal am rangka politik Penerintah, maka tidak akan berkel bi han jika
atas penyerahan kendaraan bernotor dalam hak mlik dipungut bea
bal i k nama seperti halnya dengan perjanjian penyerahan harta tak
ger ak.

Dal am nengenakan pajak nmaka diadakan penbagi an dalam dua
gol ongan. Gol ongan kesatu ialah gol ongan kendaraan bernotor yang
di anggap mnewah, dan gol ongan kedua ialah kendaraan bernotor yang
di anggap tidak newah. Untuk nobil newah di kenakan pajak sebesar 10%
dari harga atau nilai jualnya, dan untuk kendaraan bernotor biasa
di kenakan paj ak sebesar 5%

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Yang di kenakan paj ak i al ah penyerahan kendaraan ber notor dal am
hak mlik. Penbuatan Undang-undang tidak bermaksud nengenakan



penyer ahan kendaraan bernotor tidak dalam hak mlik, tetapi yang
di serahkan karena suatu perjanjian sewa-nmenyewa atau pinjam
mem njam (i hat pasal 12). Untuk nenghi ndarkan pengenaan bea bal ik
nama, mungkin oleh pihak-pi hak yang berkepentingan dikonstruir
suatu perjanjian yang tidak nenmenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dal am peraturan ini. Untuk nencegah perbuatan yang sedem ki an, nmaka
unt uk penguasaan kendaraan bernotor, agar tidak dapat digunakan
sebagai dal am penyel undupan paj ak, perlu diberi batasan. Dan untuk
itu penbuat Undang-undang nenganggap perlu nenberi suatu fiksi,
di mana penguasaan kendaraan bernotor untuk waktu |ebih dari satu
tahun, dianggap sebagai penyerahan kendaraan bernotor dalam hak
mlik (pasal 12).

Pasal 2.

Dal am pasal ini diberikan difinisi nmengenai istilah-istilah
yang di gunakan dalam peraturan ini. Selanjutnya tidak nenerl ukan
penj el asan | ebi h | anjut.

Pasal 3.

Dal am pasal i ni di beri kan penbebasan pengenaan paj ak.
Penmbebasan yang dibawah (A) di maksudkan penbebasan nengena
obyeknya, yakni bahwa sepeda kunbang, dan kendaraan bernotor yang
di bawa sendiri dari luar negeri tidak di kenakan paj ak ini.

D bawah (B) diberikan penbebasan pajak kepada subyek pajak.
Ji ka subyek pajak, dalam hal ini orang atau badan yang nenerina
penyer ahan, adalah Negara atau Daerah-daerah O onoom mnaka pajak
ti dak di kenakan. Al asan dari pengecualian ini ialah bahwa badan
Permeri ntah (pusat atau daerah) nengadakan penbelian itu tidak untuk
kepenti ngan perseorangan tetapi untuk kepentingan bersama, vyaitu
kepenti ngan Negara. Dan pul a tidak sewaj arnya bahwa Negara nenbayar
paj ak kepada diri sendiri.

Penbebasan terhadap  wakil di pl omatic dan badan- badan
i nt er nasi onal di dasarkan kepada kebi asaan yang ber| aku dal am bi dang
hukum internasional dan pula berdasarkan peraturan nengena
kekebal an anggot a-anggota dari U N O beserta  Undang- undang
khususnya.

Pasal 4.

Apa yang di maksudkan dengan nobi| newah tel ah dijel askan dal am
pasal Stati onwagon sebagai mana di keluarkan asli oleh pabrik-
pabri knya, jikalau nenpunyai isi cilinder 2.000 cc atau |ebih
di maksudkan dal am gol ongan nobi | newah, wal aupun dapat nenuat | ebih
dari 6 orang. Sebaliknya Stationwagon yang carosserienya di buat di
I ndonesi a tidak termasuk nobi|l mewah dan untuk bea di kenakan 5%

Pasal 5.

Dal am pasal i ni di tentukan dasar yang di pakai unt uk
penghi t ungan bea bal i k nama yang ter hut ang.

Dal am ayat (2) oleh Undang-undang diberikan wewenang kepada
Kepal a | nspeksi Keuangan untuk nenyinpang dari jumah vyang



di beritahukan ol eh yang nenerima penyerahan unt uk nmenghi tung jum ah
bea yang terhutang, jika menurut pendapat Kepal a | nspeksi Keuangan
jum ah yang di beritahukan tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya
pada saat penyerahan. Kepala |nspeksi Keuangan untuk naksud itu
ber hak mem nta segal a ket erangan dari siapapun juga yang di perl ukan
guna nenetapkan harga jual kendaraan yang bersangkutan dengan
saksanma. Dal am praktek hal ini tidak akan nenemui kesulitan karena
dal am hal dem kian wajib pajak akan di panggil ol eh Kepal a | nspeksi
Keuangan dan di beritahukan bahwa jum ah yang di beritahukan tidak
dapat disetujui. Dan soal ini dapat diselesaikan dengan jalan
persetujuan wajib pajak dan Kepala |nspeksi Keuangan. Bila tidak
dapat dicapai persesuaian nmaka Kepala |nspeksi Keuangan berhak
nmenet apkan bea balik nama berdasarkan harga jual yang ia taksir,
akan tetapi hal ini tidak nengurangi hak dari wajib pajak untuk
mem nta di adakan penaksiran oleh suatu kom si penilaian (lihat
pasal 14).

Pasal 6.

Orang yang nenerinma penyerahan kendaraan bernotor kewajiban
untuk dalam tenpo 2 minggu setel ah penyerahan terjadi nelaporkan
hal ini kepada |I|nspeksi Keuangan dalam w layah ia bertenpat
tinggal . Terlanbat nmemasukkan penberitahuan ini akan nengaki bat kan
di kenakan denda. Dalam hal kel anbatan di sebabkan ol eh kekhil af an
atau kel alaian yang dapat di naafkan, denda dapat dikurangi atau
di bebaskan oleh Kepala Jawatan Pajak. Untuk hal itu dengan
sendirinya ol eh Kepala Inspeksi yang bersangkutan diajukan suatu
usul penyel esai an.

Pasal 7.
Cukup j el as.

Pasal 8.

Bea bali k nama nenjadi beban orang yang nenerinma penyerahan

Dal am hal orang nenerinma penyerahan kendaran bernotor tidak
manpu nenbayar biaya, maka orang yang nenyerahkan kendaraan
tersebut dapat pula dipertanggung-jawabkan. Soal ini tak akan
mengal am suatu kesulitan. Karena pertanma-tanma orang yang nenerina
penyer ahan akan ditagih dan bila perlu juga dengan jal an penyitaan
kendar aan ber not or nya.

Pasal 9.

Pasal ini menuat hal yang perlu di buat dal am surat kuasa unt uk
nenyet or .

Pasal 10.

Denda di kenakan bila bea bali k nama tidak disetujui pada waktu
yang ditentukan. Perlu diperhatikan disini bahwa denda disini
di hitung dari jum ah yang harus di bayar berdasarkan pasal 6 ayat
(2), jadi dalam itu termasuk juga tanbahan-tanbahan yang nungkin
di kenakan karena tidak di masukan surat penberitauan pada waktunya.



Pasal 11.

Kemungki nan untuk menberi perpanjangan waktu penbayaran | et ak
di tangan Kepala |speksi Keuangan dan wewenang ini hanya akan
di | akukan bila sungguh terdapat alasan untuk itu.

Pasal 12.

Pasal ini nerupakan suatu fiksi dan perlu dicantunkan untuk
nmencegah kemungki nan di adakan penyel undupan pajak. Bila pasal ini
ti dak ada maka untuk nenghi ndarkan pengenaan paj ak nungkin di adakan
suatu perjanjian pinjamnmemnjam untuk jangka waktu yang | ama yang
sebenar nya adal ah penyerahan kendaraan bernotor dal am hak m i k.

Untuk penyerahan di maksud dalam pasal ini berlaku juga
ket ent uan dal am peraturan ini.

Pasal 13.

Dalam pasal ini diatur larangan terhadap petugas yang
ber wenang nmengadakan bal i k nama kendar aan bernotor, untuk mnel akukan
balik nama jika syarat-syarat form/| belum dipenuhi. Jika nereka
t oh nel akukan bal i k nanma dengan tidak nengi ndahkan ketentuan pasa
ini maka nereka akan di kenakan hukuman denda.

Pasal 14.

Bila orang yang nenerinma penyerahan tidak nenyetujui jum ah
yang dikirankan oleh Kepala |nspeksi Keuangan ia berhak untuk
mem nta penaksiran kepada suatu komsi penaksiran. Bagai mana
penaksi ran dil akukan dijelaskan dalam pasal ini dan tidak perlu
dijelaskan lebih lanjut. Biaya penaksiran dibebankan kepada orang
yang nmem nta penaksi ran.

Pasal 15.
Hak utama dari Kas Negara diatur dalam pasal ini dan dal am

gari s besarnya adal ah sama dengan ketentuan dal am | ain-1 ai n Undang-
undang Paj ak.

Pasal 16.
Cukup j el as.

Pasal 17.

Cukup j el as.

Ter masuk Lenbaran- Negara No. 144 tahun 1959

Di ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDIQ



CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG
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